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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis
lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap
permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwa mekanisme pemberian kredit
pada Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura diawali dengan pengajuan

permohonan kredit oleh pemohon.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Bank Mandiri Thk. Cabang

Jayapura, apabila perjanjian kredit macet dan debitur wanprestasi yaitu:

1. Penjadualan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

2. Selain itu dapat pula dilakukan kombinasi (merupakan kombinasi dari
ketiga jenis diatas).

3. Penyitaan jaminan (merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-
benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk
membayar semua hutang-hutangnya).

Terhadap barang jaminan yang disita, ditawarkan kepada nasabah
apakah akan menjual sendiri atau dijualkan pihak bank. Apabila dijual sendiri,

hasil penjualan barang sitaan digunakan untuk membayar kredit yang
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tertunggak. Apabila dijual pihak bank, maka harus melalui prosedur sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penjualan
barang jaminan yang disita harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Lelang Negara (KPKLN). Hasil penjualan barang digunakan untuk
membayar kredit yang tertunggak. Apabila terdapat sisa uang hasil penjualan
barang jaminan yang disita, maka dikembalikan kepada nasabah. Dalam kasus
ini penjualan barang jaminan dilakukan oleh Bank Mandiri Tbk. Cabang

Jayapura.

Selanjutnya, pihak Bank Mandiri Tbk. Cabang Jayapura sebagai
kreditur menjual lelang agunan yang digunakan sebagai jaminan kredit
tersebut. Dalam penjualan lelang ternyata mendapat gugatan dari pihak ketiga
sebagai pemilik barang agunan. Namun, terhadap gugatan tersebut Bank
Mandiri Thk. Cabang Jayapura tidak-gentar. Hal ini karena sebelumnya
memang diperjanjikan bahwa tanah-tanah milik para pihak ketiga di atas
digunakan sebagai agunan dan para pihak ketiga tersebut menyetujuinya.
Persetujuan tersebut diketahui oleh pihak bank, sehingga ketika ada gugatan
dari ahli waris pihak ketiga bank merasa tidak melanggar ketentuan dalam

perjanjian kredit, sehingga eksekusi lelang tetap berjalan.

B. Saran
1. Mengingat bisnis perbankan termasuk bergerak dinamis, lebih-lebih
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai tulang

punggung operasional perbankan, maka aparat pengawas internal bank
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harus diberi pelatihan-pelatinan secara terus menerus mengenai
perkembangan ilmu pengetahuan perbankan terbaru agar mampu
mendeteksi potensi fraud (kejahatan.dan penyalahgunaan kredit termasuk
potensi kredit macet/bermasalah), baik di kantor pusat maupun kantor
cabangnya yang disebabkan oleh pelanggaran atau penyimpangan sistem
dan prosedur.

Agar penggunaan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit apabila
menggunakan jaminan milik pihak ketiga, maka = sebaiknya
diatasnamakan debitur yang mengajukan permohonan Kredit terlebih
dahulu untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari

karena debitur wanprestasi.
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